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PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 02 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pasar yang disahkan dengan Keputusan Menteri dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 974.33 - 913
tanggal 26 Agustus 1999 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Purbalingga Nomor 14 Seri B Nomor 9 tertanggal 1
September 1999, pada saat ini sudah tidak sesuai
dengan perkembangan sosial - ekonomi masyarakat
sehingga perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap
Retribusi ~ Pasar tersebut  perlu diatur kembali
kebijakan yang berkaitan dengan pengaturannya;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
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Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

-2-



10.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D
Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA  TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan
fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran,
bangunan berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk lainnya yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman
/ pelataran, bangunan berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang
lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit — langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang.

Kios di Los adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

langit — langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang yang
letaknya di dalam los.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah
perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi
wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
Persetujuan Menempat yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah
Persetujuan untuk menempati Kios, Kios di Los, Los, atau Halaman /
pelataran bagi pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat.

Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
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